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BAB III
OBYEK LAPORAN KKL
3.1 Kondisi Umum Geografis Kabupaten Maluku Tenggara Barat

3.1.1 Wilayah 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 

Berdasarkan Undang–undang Nomor 31 Tahun 2008, dibentuklah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebagai pemekaran kabupaten MTB. Dengan kondisi tersebut secara administrasi pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat terbagi atas  9 (sembilan) wilayah kecamatan (Tabel 2.1) dengan 70 (tujuh puluh) desa. 

Tabel 2.1

Jumlah Kecamatan, Desa, Anak Desa dan Kelurahan 

	No
	Kecamatan
	Ibukota
	Jumlah

	
	
	
	Desa Induk
	Anak Desa
	Kelurahan

	1
	Tanimbar Selatan
	Saumlaki
	8
	4
	1

	2
	Wertamrian
	Lorulun
	8
	1
	-

	3
	Wermaktian
	Seira
	8
	1
	-

	4
	Selaru
	Adaut
	6
	1
	-

	5
	Tanimbar Utara
	Larat
	8
	1
	-

	6
	Yaru
	Romean
	6
	-
	-

	7
	Wuarlabobar
	Wunlah
	12
	6
	-

	8
	Nirunmas
	Tutukembong
	5
	-
	-

	9
	Kormomolin
	Alusi Kelaan
	9
	1
	-

	Jumlah
	70
	15
	1

	
	
	
	



​Sumber: BPS, Maluku Tenggara Barat dalam Angka 2008.

Secara astronomis terletak pada 6º - 8º30’ Lintang Selatan dan 125045’ - 133º Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan:
· Utara

: Laut Banda

· Selatan

: Laut Timor dan Laut Arafura

· Barat 
   : Gugus Pulau Babar Sermata, Maluku Barat Daya

· Timur

: Laut Arafura

Letak geografis wilayah merupakan suatu potensi yang cukup strategis untuk mendukung interaksi wilayah  Maluku Tenggara Barat  dengan wilayah luar, baik dalam skala regional, nasional maupun internasional, terutama jika didukung dengan adanya fasilitas transportasi darat, laut dan udara.

Sebagai daerah kepulauan, di Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdapat banyak pulau, baik itu yang berpenghuni maupun yang masih belum tersentuh dengan jumlah total pulau sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pulau. Sebaran pulau di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian, Wermaktian dan Kecamatan Selaru sebanyak 31 (tiga puluh satu) pulau sudah dihuni sedangkan 12 (dua belas) pulau belum dihuni. Di Kecamatan Tanimbar Utara, Yaru, Wuarlabobar, Nirunmas dan Kormomolin, 26 (dua puluh enam) pulau sudah dihuni sedangkan 16 (enam belas) pulau belum dihuni. 

3.1.2 Topografi dan hidrologi

Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan wilayah yang relatif datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15–30%), curam (30–50%) dan sangat curam (>50%). Topografi/bentuk wilayah merupakan salah satu faktor penentu dalam penilaian kesesuaian terhadap usaha pertanian.  Topografi wilayah terkait dengan faktor lereng dan ketinggian tempat dari muka laut. Kelas lereng 0-8% (datar sampai berombak), sesuai untuk semua usaha pertanian: tanaman pangan/semusim, tanaman umur panjang, dan peternakan. Kelas lereng  8-30% (bergelombang sampai berbukit), tidak sesuai untuk tanaman pangan/semusim dan peternakan, hanya sesuai untuk tanaman tahunan.  
Di utara Pulau Yamdena terdapat sederet pulau kecil-kecil. Kedua deretan pulau tersebut terpisah oleh selat yang dangkal dengan kedalaman tidak lebih dari 20 (dua puluh) meter, sehingga apabila terjadi pasang surut, terbentuk daratan kering yang luasnya bisa mencapai setengah kilometer dari tepi pantai Yamdena. Yamdena utara umumnya datar dengan ketinggian kurang dari 50 (lima puluh) meter, sedang daerah perbukitan di bagian selatan tingginya melebihi 200 (dua ratus) meter. Secara keseluruhan morfologi di daerah ini dapat dibedakan menjadi tiga satuan morfologi, yaitu perbukitan, dataran rendah dan teras. 
Di daerah pebukitan seperti yang terdapat di Pulau Labobar puncak tertinggi mencapai lebih dari 300 (tiga ratus) meter di atas muka laut. Di pulau-pulau lainnya, ketinggiannya kurang dari itu. Umumnya berlereng terjal, sungainya pendek-pendek dan berpola aliran memancar.
3.1.3 Klimatologi

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.  Berdasarkan peta Zona Agroklimat Provinsi Maluku (LTA–72, 1986) dan klasifikasi iklim Oldeman (1980),  GP Tanimbar termasuk dalam tiga zona agroklimat, yaitu:
· Zone II.3: curah hujan tahunan 1500–1800 mm, tercakup di dalam zona D3 (5-6 BB, 4-6 BK) menurut Oldeman, termasuk P. Tanimbar dan pulau-pula bagian timur.

· Zona II.4: curah hujan tahunan 1800–2100 mm, tercakup di dalam zona C3 (5-6 BB, 4-6BK) menurut Oldeman, termasuk P. Tanimbar dan pulau-pulau bagian timur.

· Zona IV.1: Curah hujan tahunan 3000–4000 mm tercakup di dalamnya zona A2 (> 9BB, < 2 BK) menurut Oldeman.

Iklim wilayah kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sangat dipengaruhi oleh sirkulasi angin musim yang bergerak dari dan ke arah ekuator.  Selama periode April–September sirkulasi udara di wilayah ini didominasi oleh angin pasat tenggara atau angin timuran (easterly wind) dari Australia yang dingin dan relatif kering sehingga kurang mendatangkan hujan; terutama pada bulan Juli, Agustus dan September. 
3.1.4 VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN MTB
Visi Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode tahun 2007–2012 adalah: 


Makna hakiki yang terkandung dalam Visi ini adalah bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara efisien, efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara Barat yang bermartabat, mandiri dan sejahtera sehingga dapat “Meretas Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagai Rumah Yang Nyaman Bagi Semua Orang”.
1. Masyarakat Maluku Tenggara Barat yang “Bermartabat” dicirikan oleh:

· nilai moral dan spiritual yang tinggi

· menghargai dan menjunjung tinggi hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM)

· pemerintahan yang transparan, responsif dan akuntabel

· menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya

2.  Masyarakat Maluku Tenggara Barat yang “Mandiri” dicirikan oleh:

· kualitas sumberdaya manusia yang tinggi
· etos kerja yang tinggi
· ketahanan sosial budaya yang tinggi
· Jati diri dan posisi tawar yang kuat  
3. Masyarakat Maluku Tenggara Barat yang “Sejahtera” dicirikan oleh:

· peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
· pemenuhan kebutuhan hidup layak 
ketahanan ekonomi
3.1.5 MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN MTB

Misi pada dasarnya merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2007-2012 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang memiliki moralitas, spiritualitas dan budaya yang menjunjung tinggi Hukum dan HAM.
2. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif dan akuntabel.
3. Mewujudkan masyarakat  berkualitas yang sehat, cerdas dan memiliki etos kerja.
4. Mewujudkan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial budaya serta jati diri dan posisi tawar yang kuat.
5. Mewujudkan masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi dengan pendapatan yang meningkat dan merata serta mampu memenuhi kebutuhan hidup layak.
3.2  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Yang menjadi objek penelitian adalah sebuah instansi pemerintah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang beralamat di jl.Ir.Soekarno Saumlaki, Maluku Tenggara Barat.
3.2.1 VISI BAPPEDA MTB

Mengacu pada visi dan misi Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007–2012 di atas, maka visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk periode tahun 2007–2012 adalah: 


Perencanaan pembangunan daerah yang efisien diindikasikan melalui pendayagunaan berbagai sumber daya, dana dan waktu yang minimal untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah yang efektif diindikasikan melalui ketepatan, keterpaduan dan mutu program pembangunan yang tinggi. 
Perencanaan pembangunan yang rasional diindikasikan melalui penggunaan kaedah-kaedah perencanaan modern yang metodis, sistematis dan logis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan yang obyektif diindikasikan melalui karakter program yang mencerminkan dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
3.2.2 MISI BAPPEDA MTB

Sedangkan misi BAPPEDA Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan BAPPEDA sebagai lembaga perencana pembangunan yang andal;

2. Mewujudkan koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah;

3. Mewujudkan intensitas serta kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara partisipatif.
3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

3.2.3.1 Tugas Pokok

Sehubungan dengan kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah, maka BAPPEDA mempunyai tugas pokok yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

3.2.3.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAPPEDA MTB mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan;

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;

3. Penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah;

4. Penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan umum di bidang pembangunan;

5. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis dibidang perencanaan pembangunan;

6. Penyusunan Program pembangunan daerah;

7. Penyusunan rencana strategis daerah;

8. Penyusunan Rencana pembangunan tahun daerah;
9. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan;

10. Penyusunan perencanaan kerjasama daerah;

11. Pembinaan teknis perencanaan partisipatif;

12. Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan

13. Pengelolaan UPT;
14. Pengelolaan ketatausahaan Badan.
3.2.4 Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor 04 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebagai berikut:
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3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun 2007-2012
3.3.1 Latar Belakang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun 2007-2012
Sesuai amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan berpedoman dan/atau mengacu kepada RPJM dan RPJP Nasional yang disusun Pemerintah Pusat.

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun 2007-2012 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan juga RPJMD Provinsi; yang secara substantif  memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikator kinerja daerah. 

Pada tanggal 21 Juli 2008, disahkanlah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku. Dengan telah dibentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebagai pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka menimbulkan perubahan wilayah Kabupaten MTB dengan segenap konsekuensinya. 
Oleh karena itu, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, termasuk RPJMD Kabupaten MTB Tahun 2007-2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat hasil revisi ini juga memuat deskripsi capaian kinerja pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibawah pimpinan kepala daerah saat ini dan deskripsi rencana kinerja pembangunan pada tahun-tahun selanjutnya, berupa sasaran hasil pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai daerah pada akhir periode jabatan kepala daerah secara terukur. 
Sasaran hasil pembangunan jangka menengah daerah ini dicapai melalui perumusan kebijakan-kebijakan. Setiap kebijakan memiliki satu rencana kerja yang terdiri dari satu atau beberapa program, dan setiap program terdiri dari beberapa kegiatan yang sudah diindikasikan memang perlu dilaksanakan, sehingga sasaran hasil tersebut dapat direalisasikan.    

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang nantinya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3.3.2 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012 (Revisi) disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD, swasta, serta masyarakat dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, APBD Provinsi Maluku, dan APBN;

2. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan yang efektif, efesien, berkeadilan serta berkelanjutan.
3. memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan;

4. memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan; 

5. acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis SKPD, serta menjadi alat kendali untuk mengevaluasi kinerja masing-masing SKPD sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun;

6. acuan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang secara akumulatif menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah setiap tahunnya, serta Laporan Pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya.
3.3.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012 (Revisi) adalah sebagai berikut: 
1. Landasan idiil Pancasila;

2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;

3. Landasan operasional:

a) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan  Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 

b) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286);

c) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
d) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400); 

e) Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia  Nomor 4421);
f) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tetang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

g) Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

i) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
j) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

m) Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik;

n) Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 5 tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Maluku;
o) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 8  Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
p) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah;
q) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah;
r) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
s) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor ...... Tahun .... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3.3.4 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Maluku, RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan dokumen RPJM Daerah dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

Untuk memudahkan implementasi RPJMD, maka RPJMD harus dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD). Untuk tataran operasional setiap tahun maka RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Renstra SKPD perlu dijabarkan ke dalam dokumen tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja (Renja) SKPD.
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